LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT NI BANYUMAS

NOMOR : 15 TAHUN 1992 SERI : D NO. : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I
BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS-

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pe-
merintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat, agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna perlu dilaksanakan upaya peningkat-
an Pendapatan Desa/Kelurahan melalui pemberian
sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah ;

b. bahwa dengan demikian, perlu menetapkan Pera-
turan Daerah tentang Pemberian Sebagian Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah

Desa/Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah-daerah Kabupaten "dalam Ling-
kungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pe-
merintahan Desa ;
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Menetapkan
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4, Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

6. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desn, Pengurusan dan Pengawasannya ;

7. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 3 Tahun
1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluar-
an Keuangan Desa ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerln-
tahan Desa ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Men
terl Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun
1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan
serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribu-
si Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pa-
jak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat Il serta Pemberian Sumbangan
Bantuan dan pemberian sebagian Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada Pemerintah ‘Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan ‘Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING

KAT ‘1l BANYUMAS TENTANG PEMBERIAN SEBAGI-
AN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPA-
DA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN .
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KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam peraturan Daerah Inl yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat 1l Banyumas ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas ;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Banyumas ;

d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Da-
erah Tingkat Il Banyumas ;

e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapat
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas ;

t. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekre-
tariat Wilayah/Daerah Tingkat' Il Banyumas ;

g. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintahan Desa / Kelu-
rahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

h. Pajak dan Retribusi Daerah adalah Pajak dan Retribusi Kabupa-
ten Daerah Tingkat [l Banyumas.

B AB 1

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH = _
SERTA BESARNYA PEMBERIAN ;

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil Penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai
Pendapatan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah sebagali dimaksud Pasal 2
. Peraturan Daerah ini adalah :
~ a, Pajak, meliputi Pajak “Radio, Pajak Pengeras Suara Pajak
* Kendaraan Tidak Bermotor dan Pajak Anjing ;i e ety
b. Retribusi, meliputi Retribusi. Sampah, Uang I..eges dan‘.Re- ‘
tribusi Kartu Ternak.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

4

(2) Besarnya Bugian yang diberikan kepadu l’enwrim;‘.': Desa/Kelu-
rahan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar
50 % (lima puluh perseratus) dari realisasi penerimaan masing-

masing Desa/Kelurahan.

reafy Y BAB,”'
PENGANGGARAN
Pasal 4

Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dicantumkan
dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan

Anggaran Keuangan Kelurahan.

, BAB A% |
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN -
Pasal 5

Tata cara pembagian, dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Re
tribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan diatur dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagai dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipergunakan
untuk pembiayaan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pem
bangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Keuang
an bertanggung jawab atas pelaksanaan -Peraturan Daerah inl.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Inspektorat Wilayah. :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 ,  eApcil

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang

bersif '
efa;. at pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Da-
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Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da-
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Banyumas.

141 )

Purwokerto, 6 Desember 199]

DEWAN PERWAKII AN KRAKYA BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS
TINGKAT 11 BANYUMAS ‘
KETUA,
ttd.
ted.
Drs. H. MOCH. ISKAK DJOKO SUDANTOKO

- Peraturan Daeran 1m telah disahkan dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah lingkat | Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1992 No-
mor : 188.3/107/1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Banyumas.

Nomor : 8 Tanggal 26 Juni 1992 Seri : D

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat Il Banyumas.

ted.

Drss SOEDIMAN
Pembina
NIP. : 500 034 842
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PENJELASAN e
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1.

KEPADA PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Ke-
lurahan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil
guna, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya untuk me-
ningkatkan pendapatan Desa/Kelurahan tersebut. :

Bahwa salahsatu usaha meningkatkan pendapatanDesa/Kelurahan
tersebut adalah dengan melalui pemberian sebagian hasil pajak
dap retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan. un-
tuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Penerima-
an" adalah penerimaan kotor (bru-
. to).
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 ¢ Cukup jelas,
Pasal 6 ¢ Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

--- --=----000-- --
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SALINAN

_KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH 4
NOMOR : 188.3/107/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN: HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

GUBFRNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. Surat Bupat1 Kepala Daerah Tingkat [l Banyu-
mas -tanggal-10, Januari 1992. nomor : 188.3/0133
/1992 perihal permnhonan pengesahan Peratu-

ran Daerah ; e

baexatutan,, Daeraka Kabupaten Daerah Tingkat

Il Banyumas Nomor 15 Tahun 1991 tentang rem
berian Sebagtan'Hasnl Pajak . dan Retribusi Dae-
rah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;

bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Pe-
raturan Daerah yang d!maksud ,

1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta: Pasal 58 ayat
- (2) -dan-(3) Undang=undang- Nomor 5 Tahun-1974-

2. Undang-undang Nomor- 10, Tahun 1950 ;

3. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 50 Ta-
hun 1990 ; 5 -

4, Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 98 Ta-
hun 1990

MEMUT:USKAN

Mengesahkan Peraturan. Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat Il Banyumas Nomor 15 Tahun 1991 ten-

tang Pemberian ‘Sebagian’ Hasil Pajak dan Retribu-

si Daerah kepada Pemerintah Dcsa/Kelurahan, de-

ngan perubahan sebagai berikut :

. Tanda baca "titik dua" diantara perkataan ."NO-
MOR" dan "angka 15" dihapus.
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2. Dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN" ditam-
bahkan tanda baca "titik dua".

3. Pasall 1 huruf "d" dihapus ; Selanjutnya huruf-
huruf berikutnya disesualkan,

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 Maret 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG |
ttd
Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan inl disampaikan kepada Yth :

l. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, de-
ngan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Banyumas di Purwokerto ;

4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat [l Banyumas di Pur-
wokerto ;

5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilavah Banyumas di
Purwokerto ;

6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat

1 Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.
SARD]JITO, SH.
BIP. 500 034 373
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